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ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum melalui peradilan tata usaha tidak
disediakan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, padahal Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur upaya hukum banding dan
peninnjauan kembali untuk sengketa yang masuk dalam ruang lingkup peradilan tata usaha
negara. Sehingga, hal ini menjadi dasar bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak
meneruskan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam kasus sengketa
penetapan lokasi pembangunan bandara baru di Kulon Progo.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan
terkait sengketa penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum dan mengetahui
kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk tidak meneruskan permohonan peninjauan
kembali dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan metode
pendekatan terhadap bahan kepustakaan hukum yang ada.

Setelah ditinjau lebih lanjut, terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
namun, tidak terdapat sinkronisasi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
dengan kedua undang-undang diatas. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak
berwenang untuk tiddak meneruskan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Peradilan Tata Usaha Negara, Penetapan Lokasi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

In Law Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest and
Supreme Court Regulation Number 2 Year 2016 concerning Guidelines for Litigation in
Dispute of Stipulation Development Site for Public Interest in State Administrative Court
stated that settlement of dispute for establishment of development location for public interest
through the administrative court is not provided by the legal appeal and review. Therefore,
this becomes the basis for the State Administrative Court not to proceed with the request for
a review to the Supreme Court in case of dispute over the construction of new airport in
Kulon Progo.

This legal writing aims to know the synchronization of legislation related to disputes on the
determination of the location of development of public interest and to know the authority of



the state administrative court not to continue the request for review by using normative legal
research method, which is the approach method to the existing legal literature materials.

Upon further review, there was a synchronization between Law No. 2 of 2012 and Law No. 5
of 1986 on the State Administrative Court, but there was no synchronization between
Supreme Court Regulation No. 2 of 2016 with the above two laws. Then, with the existence of
Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court, the State Administrative Court
should not have the authority to continue applying for a review to the Supreme Court

Keywords: Synchronization, State Administrative Court, Determination of Construction Site
for Public Interest, Authority of State Administrative Court.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD RI 1945) yang merupakan konstitusi negara Indonesia menyatakan
bahwa, “Indonesia merupakan negara hukum”. Tipe negara hukum yang
dikenal oleh Indonesia adalah rechtstaat, namun setelah adanya amandemen
UUD RI 1945 istilah rechtsaat dinetralkan menjadi negara hukum tanpa label
rechstaat dalam tanda kurung setelah tulisan negara hukum.' Maka, saat ini
Indonesia menggabungkan unsur-unsur yang baik dari dua konsepsi negara
hukum vaitu rechtstaat dan the rule of law.> Oemar Seno Adji dalam seminar
Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan F.J Stahl
berpandangan bahwa salah satu unsur rechstaat adalah adanya peradilan
administrasi negara sebagai perlindungan bagi masyarakat terhadap sikap
pemerintah yang melanggar hukum.® Selaras dengan ahli hukum di Indonesia
yaitu Jimly Asshidique, juga menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip
yang menjadi pilar-pilar utama suatu negara dikatakan sebagai negara hukum
(baik rechtstaat maupun the rule of law) salah satunya adalah adanya
peradilan tata usaha negara, kemudian pilar-pilar utama ini akhirnya dijadikan
sebagai prinsip negara hukum Indonesia.* Selain itu, terdapat dua alasan
penting dibentuknya peradilan tata usaha negara menurut Yuslim yaitu untuk
memberikan hak-hak perorangan maupun masyarakat atas tindakan
sewenang-wenang penguasa dan membina, menyempurnakan serta

menertibkan aparatur tata usaha negara.

L Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), him. 9-10.
2
Id., him. 10.
% Oemar Seno Adji, Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta:Seruling
Masa,1966), him.24.
“Id., him 1.



Seperti peradilan yang lainnya, peradilan tata usaha negara mengenal
asas-asas yang pada umunya berlaku dalam hukum acara untuk mencapai
keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Salah satunya
adalah asas kesatuan beracara dimana terdapat sistem peradilan yang
bertingkat yaitu tingkat pertama, banding dan kasasi untuk menegakkan
hukum material.> Menurut S.F Marbun, ketiadaan kesatuan beracara dapat
menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum dan merugikan pencari keadilan
serta menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum.® Maka dari itu, dalam
peradilan tata usaha negara dikenal atribusi vertikal yaitu wewenang yang
melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang
secara berjenjang memiliki kedudukan lebih tinggi.” Dengan adanya atribusi
vertikal, maka menimbulkan kebutuhan akan keadilan dalam perkara tata
usaha negara yang lebih mendekati kesempurnaan serta menjadi tolak ukur
Pengadilan Tata Usaha Negara.? Dengan hal ini, berarti tersedia upaya hukum
yang dapat digunakan bagi para pihak yang bersengketa untuk mendekati
keadilan yang lebih mendekati kesempurnaan. Upaya hukum tersebut dapat
berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap oleh para hakim yang lebih mahir, berwibawa dan
bijaksana baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah
Agung.’

Namun, Beberapa waktu silam, tepatnya pada tahun 2015 beberapa
warga Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
menggugat Gubernur DIY ke Pengadilan Tata Usaha Negara DIY atas
dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang

Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di

SSupra Catatan 1,hlm.28.

®ld.

’ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung :
PT. Alumni, 2014), him. 260.

8d.
°Id.



Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 13 Maret 2015.%
Gugatan ini dilakukan karena warga Kulon Progo merasa bahwa Surat
Keputusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta asas-asas pemerintahan yang baik termasuk menimbulkan kerugian
berupa terancamnya hak atas pekerjaan, hak atas pemukiman dan hak warga
Kulon Progo untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengadaan
tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulon Progo, sehingga pada
akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara DIY memutuskan untuk
memenangkan warga Kulon Progo dan membatalkan Surat Keputusan
Gubernur DIY tersebut. Kemudian, dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum menyatakan bahwa jika ada pihak yang keberatan dengan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pihak tersebut dapat langsung
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga, Gubernur DIY melalui
kuasa hukumnya melakukan upaya hukum kasasi, dan Mahkamah Agung
memutuskan untuk memenangkan pihak Gubernur DIY dengan alasan
pengembangan bandara baru ini dibangun untuk kepentingan umum.'!
Kejanggalan dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun ini dapat
dilihat dari tidak adanya penerapan asas kesatuan beracara karena peniadaan
upaya hukum banding bagi sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum, padahal UU PTUN telah menyediakan upaya hukum
banding untuk pihak yag merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam untuk berbagai sengketa tata usaha negara.

Seperti yang kita tahu, bahwa putusan kasasi adalah putusan yang
berkekuatan hukum tetap, namun masih dapat dilakukan upaya hukum luar

biasa seperti peninjauan kembali. Tetapi, saat warga Kulon Progo berupaya

1 pytusan  Mahkamah  Agung Nomor  456/KTUN/2015, hlm 7 diakses dari
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/909a7284e14fb17874939530362d2757 pada Senin, 5
Februari 2018.
1d. him. 74.



https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/909a7284e14fb17874939530362d2757

mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah
Agung Nomor 456 K/TUN/2015 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara DIY,
permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara DIY dan permohonan tersebut tidak diteruskan ke Mahkamah Agung
dengan alasan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
(Perma No. 2/2016) tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan
Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang salah satu pasalnya
yaitu Pasal 19 menyatakan bahwa, “Putusan kasasi merupakan putusan akhir
yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali”.** Di dalam bagian
menimbang Perma No. 2 / 2016, Perma yang dikeluarkan pada bulan Februari
tahun 2016 ini disusun berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum dimana ayat 3 dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang
keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat
mengajukan keberatan berupa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Namun, dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit dituliskan bahwa
permohonan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan untuk sengketa
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian, dalam
bagian menimbang Perma tersebut juga dinyatakan bahwa Perma ini disusun
untuk mengatur kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara karena belum mengatur pedoman beracara
dalam sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara, sehingga perlu adanya

pengaturan beracara lebih lanjut. Padahal, dengan melakukan permohonan

2¥ogi zul Fadli, Inskontitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016, Jurnal Konstitusi,
Volume 13 Nomor 4, Desember 2016, him. 701.



peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
telah memenuhi alasan-alasan yang tertera pada Pasal 67 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dapat menjadi
salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai keadilan.*®

Kemudian, Pasal 19 Perma tersebut dirasa janggal karena dalam Pasal
132 UU PTUN menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung”. Selain itu, dalam Pasal 28 UU MA juga
menyatakan bahwa Mahkamah Agung seharusnya memeriksa dan memutus
permohonan peninjauan kembali. Pasal 28 tersebut berbunyi,

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. permohonan kasasi;

b. sengketa tentang kewenangan mengadili;

c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung memang berwenang untuk membuat Perma sebagai
pelengkap atau untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang
telah ada, sehingga Perma tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peraturan
perundang-undangan yang berlaku.** Namun, hal ini menimbulkan
kebingungan karena Mahkamah Agung melalui Perma yang dikeluarkannya
malah membatasi sendiri kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan
diatasnya sehingga Perma No. 2/2016 dirasa tidak sinkron dengan peraturan
yang ada diatasnya dan dapat terjadi kesalahpahaman bagi para pihak yang
sudah seharusnya menegakkan hukum acara administrasi negara. Maka dari
itu, hal tersebut menjadi ketertarikan sendiri untuk dibahas dan dianalisa lebih

lanjut dalam penulisan hukum ini yang berjudul “Sinkronisasi Regulasi
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Terwujudnya Peradilan yang Agung, (Jakarta: Penerbit KENCANA, 2013), him vii.



Pengajuan Upaya Hukum dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum?”

1.2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam pengajuan
upaya hukum penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum?

b. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk tidak
melanjutkan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung
dengan alasan adanya Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2016 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
- Mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai
upaya hukum sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum dalam peradilan tata usaha negara;
- mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi peraturan
perundang-undangan yang tidak sinkron dengan peraturan
perundang-undangan lainnya;
- mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak
meneruskan permohonan peninjauan kembali;
- memberikan saran kepada masyarakat Kulon Progo atas tidak
diteruskannya permohonan peninjauan kembali.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu
manfaat teoritis dan manfaat praktis.
a. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan

sumbangan pemikiran untuk peradilan tata usaha negara terutama



dalam hal peninjauan kembali di peradilan tata usaha negara
Indonesia

b. Manfaat Praktis:
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan
bagi pihak Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan eksistensi
Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016.

1.4. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan
yurudis yang ada dalam bagian rumusan masalah sebagai cara untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Melalui
metode penelitian hukum yuridis normatif akan dilakukan studi pustaka yang
berkaitan dengan pengujian suatu peraturan, maka data yang digunakan
adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
serta bahan hukum tersier. *°
Menurut Soerjono Soekanto data sekunder di bidang hukum sendiri
dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat."® Dalam penelitian ini, bahan hukum primer
yang digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undnag-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan

*sypra Catatan 9, him 34.
18 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), him. 13.



Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan
Tata Usaha Negara dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan
dengan peradilan tata usaha negara dan kewenangan pengujian
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan primer.” Dalam penelitian ini, bahan
hukum sekunder yang kiranya akan digunakan adalah hasil
penelitian, naskah seminar, maupun publikasi hukum lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini;

Bahan-bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder.® Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang

kiranya akan digunakan adalah ensiklopedia dan internet.

1.5. Sistematika Penulisan

dari:

Sistematika penulisan yang dituangkan dalam penelitian ini terdiri

BAB | : PENDAHULUAN

Pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang penelitian yaitu
mengapa judul ini dipilih untuk diteliti, kemudian selain latar
belakang akan diuraikan pula rumusan masalah yang menjadi
pertanyaan hukum dalam penelitian ini, manfaat dan tujuan
penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta
sistematika penulisan skripsi;

BABII : ASPEK YURIDIS TAHAP PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

l7|d
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Akan berisi mengenai objek sengketa tata usaha negara khususnya
objek sengketa dalam penetapan lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum serta akan mengaitkannya pula dengan objek
sengketa pada kasus penetapan lokasi bandara baru di Yogyakarta.
Kemudian akan dijelaskan pula regulasi mengenai penetapan
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum

BAB Il : PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM
SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

akan dibahas lebih dalam mengenai upaya hukum peradilan tata
usaha negara dalam Undang-Undang diantaranya Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta
upaya hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2016.

Kemudian akan diperdalam penjelasan mengenai kewenangan dan
fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan upaya
hukum.

BABIV : ANALISIS SINKRONISASI REGULASI
PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Akan berisi analisa mengenai regulasi yang mengatur pengajuan

upaya hukum dalam sengeketa penetapan lokasi pembangunan



untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dengan
mengaitkan Bab Il dengan Bab Ill dan kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk tidak meneruskan permohonan
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 19
Perma No. 2/2016.

BABV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan dan saran
atas permasalahan yang ada dalam Bab 1.
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